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a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kata 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dart Susunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau, perlu penetapan peraturan untuk memberikan 
arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat 
daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan 
dan kemampuan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Wall Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 
Baubau; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Refonnasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

N omor 1539); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan 

Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 131); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kata adal1i Kata Baubau; 

I 
I 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kota Baubau; 
3. Wali Kota ~dalah Wali Kota Baubau; 

I 
4. Wakil Wali Kata adalah Wakil Wali Kata Baubau; 

I 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
TENAGA KERJA KOTA BAUBAU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Penday:agunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan 

Fungsional Mediator Hubungan Industrial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1476); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

15. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 
Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2021 Nomor 2). 
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(3) 

(2) 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Pasal 2 

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 
I 

menj adi kewenangan Daerah; 
I 

Dinas sef agaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Din as yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui 
I 

Sekre~s Daerah; 
Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

membanfu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

( 1) 

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
I 

menjadi kewenangan Daerah; 
I 

6. Sekretarisi Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau; 

7. Kepala Di$.as adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau; 

8. Unit Pelal{sana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur 

Pelaksana: Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
I 

dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

9. Sistem Kdrja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk 
I aktivi 1ak ct f · · · suatu proses tivitas pe sanaan tugas an ungsi orgamsasi; 

10. Pejabat F~ngsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negera yang menduduki 
I 

Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah; 
I 

11. J abatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan; 

12. Pejabat Periilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah 
I 

pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan; 
I 

13. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan 

pelaksanJ untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit 
I 

Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian 
I . 

dan/ a tau lketeramp1lan; 
I 

14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang 

bertanggungiawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 
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BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
c. Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja; 

I 
d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek; 

I - e. Kelompok Jabatan Fungsional; 
I f. Kelompok Jabatan Pelaksana. 

(2) Strukturl Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 
Dinas Tenaga Kerja Tipe C 

I 
I 

Susunanj Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat 
membawahi Sub Bagian, 2 (dua) Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Pelaksanla yaitu: 

a. Kebara Dinas; 
I 

b. Sekretariat terdiri dari: 
- I Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

( 1) 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

menjadi yang daerah 

menyelenggarakan fungsi: 1 

a. Perurnusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan; 
b. Pengdordinasian dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

keteJagakerjaan; 
I 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
I 

admihistrasi di lingkungan dinas; 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan 

pemehntahan di bidang tenaga kerja; 
e. PengJlolaan barang milik/kekayaan 

I · b Di tanggungjawa nya mas; 
f. Pengfwasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh W ali Kota sesuai dengan tugas 

dan fhngsinya. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
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(3) 

( 1) 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam 
urusan ~embinaan administrasi, teknis operasional dan ketatausahaan serta 
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di 
lingkungb dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum 
dan kep~gawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan 
tahunan dinas. 
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
Untuk Jelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat 

menyelef ggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program 

dan Jegiatan, serta anggaran dinas; 
I b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan 
I hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, 

perbJndaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan; 
c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi 

urusb ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan 
pengilolaan aset dinas, serta kearsipan dan dokumentasi; 

I 

(2) 

I 
I 

penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta memimpin 

dan mengoordinasikan pelayanan administrasi di bidang tenaga kerja secara 
I I 

terpadu ~engan prinsip koordinasi, integritas, singkronisasi, simplikasi, dan 
kepastia.A, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas; 
Dalam dielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

I 
Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. Perurhusan Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan; 
b. Pelak~anaan Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan; 

I 
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

I 
Keteriagakerjaan; 

d. Pela.Jsanaan administrasi dinas; 
I 

e. Pelak!sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas 
dan tungsinya. 

(2) 
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(3) 

( 1) Bidang ~enempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penempatan dan Pembinaan 

Pelatihari Tenaga Kerja; 

(2) Bidang ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

Bidang 1a1am rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1), 

menyel,ggarakan fungsi: 
a. Perurnusan kebijakan di bidang pernbinaan dan penempatan tenaga kerja 

dalai:n dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, pengendalian 

tenaga kerja asing, Informasi pasar kerja dan bursa kerja serta pembinaan 

pelatkhan dan pemagangan; 
I 

(2) 

Pasal 7 

Sub Bagian Urnum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengelolian administrasi keuangan dan perbendaharaan, ketatausahaan dan 

kepegawbian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumahtanggaan, kerja 

sama d+ hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi; 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

rnelaksahakan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan 

anggar,, dan pengolahan data, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
di lingktingan dinas. 

I 
I 
J Bagian Ketiga 

Bidang Penempatan dan Pernbinaan Pelatihan Tenaga Kerja 

Pasal 8 

(1) 

(2) 

I 
Sekretarfat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 2 (dua) Sub 

Bagian, }aitu: 
I 

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 
I 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
I 

Sub Bafan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh seorang 

Kepala f,ub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
I 

Sekretaris. 
I 

( 1) 

Pasal 6 

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas serta evaluasi 

kinerja aparatur sipil negara; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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(2) 

( 1) 

Bagian Keempat 
Bidang Hubungan Industrial dan Jarnsostek 

Pasal 9 
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas melaksanakan 
sebagaian tugas Dinas di bidang h u bungan industrial dan jamsostek. 
Bidang lsebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang befada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
Bidang ldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. Perubusan kebijakan di bidang kelembagaan dan hubungan industrial, 
syarkt kerja dan jamsostek; 

I 
b. Pelaksanaan kebijakaan di bidang kelembagaan dan hubungan industrial, 

syarkt kerja, dan jamsostek; 

c. Pe,usunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan 
indlstrial, syarat kerja, dan jamsostek; 

d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di hubungan industrial, 
syarkt kerja, dan jamsostek; 

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial, 
syarkt kerja, dan jamsostek; 

(3) 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar 
nege'ri, pengembangan kesempatan kerja, pengendalian tenaga kerja asing, 

I 

info:tmasi pasar kerja dan bursa kerja I serta pembinaan pelatihan dan 
I pemagangan; 
I 

c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penempatan 
tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembaangan kesempatan kerja, 
penJendalian tenaga kerja asing, informasi pasar kerja dan bursa kerja 
seruJ. pembinaan pelatihan dan pemagangan; 

d. Pemberian bimbingan teknis, pelayanan administrasi, dan evaluasi di 
biafg penempatan tenaga kerja dalam, dan luar negeri, pengembangan 
kesempatan kerja, pengendalian tenaga kerja asing, informasi pasar kerja 

I 
dan rursa kerja serta pembinaan pelatihan dan pemagangan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tuga~ dan fungsinya; 

PenentJan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang sebagaimana dimaksud 
pada aylt (1), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas. 

I 

(4) 
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(5) Analis Kebijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian 

dan analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) baik secara 
I 

individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari 
iab I ilai ki · peja at pen at nerja; 

I 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana 

berkedJdukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 

Jaba~ Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat 

administrator; 

(2) Penent~an kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dises\.laikan dengan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja; 

(3) KelompJk Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja basil penyetaraan 

jabatan I administrasi adalah fungsional Analis Kebijakan, fungsional Mediator 

HubunJan Industrial dan fungsional Pengantar Kerja; 

(4) Tugas j~batan fungsional Analis Kebijakan adalah melaksanakan kajian dan 

analisis kebijakan; 

(4) 

(3) 

( 1) 

Bagian Kelima 

Unit Pelaksana Telmis Daerah (UPTD) 

Pasal 10 

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya 

beban kbrja; 

UPTD ·Jiempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 
I 

operasi1nal dan/atau teknis penunjang tertentu; 

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPI'D yang berada di bawah dan 

bertanJungjawab kepada Kepala Dinas; 
I 

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan lebih 
I 

lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang- 
1 undangan. 

(2) 

f. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan 

industrial, syarat kerja, dan jamsostek; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugak dan fungsinya; 

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Kepala Bidang sebagaimana 

dimaksJd pada ayat ( 1) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas. 

(4) 
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(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 12 

Dalam telaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, 
Kepala ridang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional 

wajib 1enerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

Pemerir+ah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing; 

Dalam belaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dapat bekerja 

secara I individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan 

profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ a tau 

keterampilan meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, 

lintas uhit organisasi dan lintas instansi pemerintah; 

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja 

dalam tim kerja yang bersifat lintas unit organisasi dan lintas instansi 

pemeriritah untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan 

kolaborasi pejabat fungsional dan/ atau pelaksana dengan mengedepankan 

profesiof alisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau 
keterampilan; 

Setiap 9impinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
menga1asi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan; 

Setiap pimpman satuan organisasi, bertanggungjawab mermmpm dan 

mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta 
I 

petunjur. bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 

Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan beJanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan secara berkala; 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organrsasi dan 

bawahaµnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan ltebih lanjut; 

(7) 

Tugas jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah melakukan 

pernbinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan 

mediasi lpenyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

Tugas jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah melaksanakan an tar kerja. 

(6) 
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(4) 

(5) 

Daerah; 
Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris 
Daerah: J 

Kepala ~Jb Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota; 
PengangJatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan 
ketentu~ peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) 

(2) 

I 

I 
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan 
perundJg-undangan yang berlaku; 
Sekretari! diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris 

( 1) 

Pasal 15 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 

(1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai 
I 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
(2) Semua Jewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, 

pemindalian, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang 
I 

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
I 

I 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 13 
Kepala 9inas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama;I 
Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan 

ct .. I a m1n1s9'ator; 
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan 

d .. I t a ministra or; 
Kepala shb Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon 
IV.a atauljabatan pengawas; 
Jabatan f ungsional merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. 

I 

( 1) 

(8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . ~f' 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, z, (r)tl. 2023 

E AHMAD MONIANSE 

Ditetapkan di Bau bau 
pada tanggal, 6l. m ei. 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W ali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Pasal 17 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan 
! 
' aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTtJP 
Pasal 16 

( 1) Dengan berlakunya Peraturan W a1i Kota ini, maka: 
a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga 
Kerja Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang 
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

(2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana 
akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri; 

(3) Penjabaran tugas masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada 



UPTD u 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

DAN PELAKSANA 

- - , 
r 

' I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN 
JAMSOSTEK 

BIDANG PENEMPATAN, PEMBINAAN 
DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA ,--- 

I I 

.--~~~---'I'--~~--, .--~~~-.,__!~~~~~ 
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN 

DAN KEUANGAN PERENCANAAN, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

I 
I SEKRETARIAT I 

I 

KEPALA DINAS 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA TIPE C KOTA BAUBAU 

LAMPIRAN 
PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU 
NOMOR: 3f' TAHUN 2023 
TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BAUBAU 


